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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tidak 

sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang juncto Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota 

Pekanbaru . Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru 

berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru 

Nomor 4 Tahun 1993 difokuskan pada wilayah pengembangan 2 dan wilayah 

pengembangan 3. Kenyataannya kawasan pertanian di wilayah 

pengembangan 3 digantikan dengan perkebunan kelapa sawit dan didirikan 

pabrik untuk pengolahan kelapa sawit. Oleh karena itu untuk saat ini wilayah 

pengembangan 2 dijadikan sebagai pusat ruang terbuka hijau yang ada di 

Kota Pekanbaru. 

Ketidaksesuaian lain ada pada Peraturan Daerah Kotamadya Daerah 

Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993. Peraturan Daerah Kotamadya 

Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 4 Tahun 1993 hingga saat ini telah 

mengalami empat kali revisi (tahun 1994, 2001, 2006, dan 2012 ) akan tetapi 

revisi-revisi tersebut hingga saat ini belum disahkan sebagai peraturan daerah. 

Meskipun belum disahkan sebagai peratuan daerah tetapi revisi tersebut oleh 

Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru telah dijadikan acuan 

dalam melakukan perencanaan pembangunan Kota Pekanbaru. Oleh karena 
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itu dalam melaksanakan penataan ruang yang ada di Kota Pekanbaru, Dinas 

Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru tidak memiliki dasar hukum yang 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan penataan ruang tersebut. 

Jumlah ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru belum sesuai 

dengan jumlah minimum yang telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) dan 

ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yaitu proporsi ruang terbuka 

hijau untuk wilayah kota adalah 30% dari luas wilayah kota dan 20% dari 

proporsi yang ditetapkan merupakan ruang terbuka hijau publik (yang 

dimiliki oleh Pemerintah Kota Pekanbaru). Ada dua data yang berbeda 

mengenai persentase ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru yaitu 

10,658% dan 2,81%. Hasil persentase didasarkan pada total keseluruhan dari 

data yang diperoleh dan data yang telah ada dalam Revisi Peraturan Daerah 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pekanbaru Tahun 2012. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka 

saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagi berikut: 

1. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaknya segera mensahkan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Pekanbaru agar perencanaan penataan ruang di 

Kota Pekanbaru dapat di pertanggungjawabkan. 

2. Pemerintah Provinsi Riau hendaknya lebih memperhatikan ruang terbuka 

hijau yang ada di Kota Pekanbaru dan tidak mengurangi atau 

mengorbankan ruang terbuka hijau yang ada di Kota Pekanbaru dengan 

alasan pembangunan. 
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3. Lembaga pendidikan (Sekolah dan Universitas) yang ada di Kota 

Pekanbaru hendaknya ikut membantu dalam pengadaan ruang terbuka 

hijau di Kota Pekanbaru seperti memanfaatkan ruang terbuka hijau yang 

ada sebagai bahan penelitian dan memiliki kawasan ruang terbuka hijau 

taman dalam lingkungan pedidikan karena selain sebagai pembelajaran 

bagi murid dan mahasiswa juga membantu pekerjaan Pemerintah 

Pekanbaru dalam penyediaan 30%  ruang  terbuka hijau di Kota 

Pekanbaru. 
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